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I. UMUM 

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 

33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.  

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan 

kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh 

sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya 

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau 

teknologi.  

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan 

pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi 

Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan 
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Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk 

Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi 

secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif 

mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan,  

promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, 

dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan 

suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta 

berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.  

Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi 

pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, 

Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam 

batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta 

penjelasannya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

      Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi 

Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa 

pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 

pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan 

kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa 

pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, 

terencana, dan terus-menerus.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa 

pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan 

mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta 

memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus 

daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau 

sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan 

kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau 

menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.  

    Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual” 

adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan 

intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain 

berdasarkan perjanjian tertentu.  

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit 

musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan  

pengaliran video (video streaming), rumah 
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makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, 

pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.  

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain 

dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi 

lokal, dan pasar.  

Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan 

skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual 

sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat 

memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.  

 Ayat (2) 

         Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi 

di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi 

Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

      Huruf a 

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik 

dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian 

dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain 
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ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan 

bioskop.  

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk 

menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, 

mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau 

menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi 

perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang 

mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, 

lokapasar digital, dan pusat data.  

 

Pasal 21 

         Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi 

Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem 

pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan 

intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama 

bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

     Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

         Ayat (2) 

                 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan 

fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, 

belanja, dan/atau pembiayaan. 

    Huruf b 

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah 

pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku 

Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik 

maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain 

proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, 

pelayanan, dan pemberian bantuan teknis. 

www.peraturan.go.id



No. 6414 
-7- 

         Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

     Ayat (1) 

Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan 

berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam 

proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta 

pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi 

Kreatif.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

     Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Kerja sama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan 

lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring 

komunitas, dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan 

berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan 

bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang 

bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya 

penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta 

menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global. 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

 

www.peraturan.go.id


